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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 7! TAHUN 2020

TENTANG

FERUEBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGA.JUAN DAN PENYELESAIAN KEEERATAN PAJAH

Memimbang

Menpngat

BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALTEOTA METRO,

bahwa untuk melaksanaksn Peraluran Dacrah Kot Melro
MNomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
FPerangkat Dacrah Kota Metro scebagaimana telah  diubah
dengan Peraluran Dacrah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019,
maka  perlu dilakukan  perubahan nomenklatur Perangloat
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud
huruf & dan huruf b, maka periu ditctapkan Peraturan
Walikota tentanp Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro
Momor 3Y Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan
Penyvelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tcntang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20089 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesic Nesooe
450G);

Undatg-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Dumi
fdan Bangunan (Lembaran Wegara Republik Tndonesia Notmor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambohon Lembaran Negora Republik
Indonesia Nomar 356%9);
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Undung-Undang Nomor 12 Tehun 1999 (enlang Pembentukan
Kabupaten Dati 11 Way Kanan, Kabupaten Datd I Lampung
Timur dan Kotamadya Dati 1T Mctro (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tumbahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 3523);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 1 B9);

Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2000
Nomor 112, Tambahsn Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor SR8

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (entang Pajak Daerah
dan Relribusl Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 5049);

Undeng-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Ecpublik Indonesia Nomor 5234} schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2019 Nomor 183, Tambwahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Petnerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntans
Pengelolaan Keusngan Daerah (Lembaran Nepura Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 6322},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negern Nomer 1200 Tahun
2018 (Benita Negara Hepublik Indomesia Tahun 2018 Nomor

E37)

Peraluran Dmerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah [Lembaran Daersh Provinsi Lampang
Tahun 2011 Nomor 349, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 349);

Peraiuran Dacrah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 lenlang
Pajak Dacrah (Lembaran Deerah Kota Metro Tahun 2012
Nomaor 03, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Metro Nomor 03)
sebagaimana  telah dinbah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dhaeruh Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nemor 7, Tambahan Lembaran
Dacrah Kota Metro Nomor 7);
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Feraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
(Lermbaran Daerah Keta Metro Tahun 2016  Nomor 24,
Tambahen Lembaran Daernh  Kota  Metro  Nomor  24)
schagaimana tclah diubab dengan Peraturan Daerah Kola
Metro Nomor 9 Tahun 2019 {(Lembaran Taerah Kota Metro
Tahun 2019 Nomer 9, Tambahan Lembaran Daerah Kola
Metro Nomeor 9);

MEMUTUSEAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 37
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
FENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,

Pasal I

Beberapa kelentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 37
Tahn 2012 tentang Tata Cara dan Penyelessian Keberatan Pajak
Bumi dan Bangunan (Berita Ducrah Kota Melro Tahun 2012
Nomaor 40}, diubah sebagai berikut ;

¥

Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga
Keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikul ;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kota Metro,

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro,
Walikola adalah Walikota Melra,

Badan adalah Badan Pengelolasn Pajak dun Retribusi
Daerah Kota Metro.

Kepala Badan adaleh Kepala Badan Penpelolaan Pajak dan
Retnbusl Daerah Kolg Metro,

el

:',,."I

&.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan vang
selamjutnya disinglkal PBB-P2 adalah pajuk atas bumi
dan/atau bangpunan vang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangsn.

7.  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, permolong pajak, dan pemunsut pajak,
vang mempunyal hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan  kelentuan peraluran perundang - undangan
perpajakan daerah.

8. Tahun Pajak adalah jangka wakrtu yang lamanya 1 (salu)
tahun kalender, kecusli bila wajib pajak mengsunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Q.

10,

.25 b

12,

L3,

14.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah, vang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat Ketetapan pajak yang menentukan besartiva Jumlah pokok pajek
yang [erutang.

Surat. Pemberitahvuan Pajak Terutang yang selanjutnyva disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada
Wajih Pajalk.

Sural Ketetapan Pajuk Dacrah Kurang Bayar yang sclanjutnye disinglkar
SKPDEE adalah surat ketetapan pajak vang menentulan besarnya jumlah
pukok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembavaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajal Dacrah Kurang Bayar Tarnbahan, vang selanjutnya
disingkat SKPDEBT, adalah sural ketetapan pajak yang meneniukan
tambahan atas jumlah pajak yvang telah ditetapkan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang selanjutova disingkar SKPDHN,
adalah sural ketctapan pajak yvang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlab kredil pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak,

Surat Kelelapan Pajak Daerah Lebih Bayvar, yvang sclanjutnye disingkat
SKPDLB, adalah surat ketelapan pajak yang mencntukan jumlah
kelebihan pembayaran pajuk karcna jumiah kredit pajak lebih besar dari
pada pajak yang terutang atau schamisnya tidak terutang.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi scbagai berikut .

(1)

2]

[3)

BAR II
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasgal 2

Wajibh Pajak dapat mengajukan keberatan hanva kepada Walikota melalhai
Kepala Badan atas suam ¢

a. SBPPT;

b. SEPIx

. SKPDKB;

. 3KPDEBT;

e. SKPDN;
SEPDLE;

Eeberalan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan vang jelas dan ditujukan kepada Kepala Dadan,
dalam hal dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan surat
kuasa bermateral cukoap,

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 [liga) bulan
sgjak anggal surat sebagsimana dimaksud pada avat (1), kemimli jika
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itg tidak dapat
dipenuhi karcna keadaan di luar kekuasaannya.
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(4] Keberatan dapal diajukan apabila Wajib Fajak telah membayar paling
sedikit  sejumlah  vang tclah  diselujui Wajib Pajak dalam surat
sebagaimana dimaksud pada awvat (1),

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

(1} Keberatan yang tidak mcmenuhi persvaratan sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 2 tidak dianggap sebagai Surat Keberalan sehingga tlidak
diperiimbangkan.

2] Dalam hal permohonan Wajib Pajak lidak dapar dipertimbangkan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), Kepala Badan wajib
memberitahukan secara tertulis kepuda Wajib Pajak,

Kelentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingpgs Pasal 5 berhuanyi
sebagal berikouat @

BAR III
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 5

{1) Kepala Badan sctelah menerima Surat Keberatan dari Wajib Pajak
memberikan landa penerimaan surat,

() Tunda penerimaan surat yang diberikan Kepala Badan atau tanda
pengiriman Sural  Keberatan melalui pos  tercatat  atag sejcnisnya
merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan untuk kepentingan
Wajib Pajak,

Ketentuan Pasal 6 diubah, schingga Pasal 6 berbunyi sebagai berfkul ;

Pasal 6

Terhadap Pengajuan Keberatan Wajib Pajuk, Kepala Badan melakukan
pemeriksaan sederhana terhadap pengajuan kcberatan Wajib Pajak vang
hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2} dinbah, sebingga Pasal 7 berbunyi sehagai berilot -

Pasal 7

(1] Apabila diperlukan sebagai bahan perlimbangan untuk menerbitkan
Keputusan Keberntan, dapat dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan
oleh pelugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah  Pemceriksaan
Sederhana Lapangan Keberatan PRB-P2.

() Sebelum melakukan pemeriksaan scderhana lapangan, Kepala Badan
terlelnh  dahulu  memberitahukan  waktu  pernerksasn  sederhana
lapangan kepada Wajib Pajak.

[3) Hasil pemeriksaan scderhana lapangan dituangkan dalam berita acara
dengan menggunakan formulir Berita Acara Permeriksaan Sederhana
Lapangan Keberatan PBB-P2.
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Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilukukan pemeriksaan sederhana
lapangan  maka petugas yang ditunjuk melaksanakan permneriksa
sederhana lapangan membuat Surat Pernyataan Penolakan Pemneriksaan
Sederhana Lapangan Keberalan PBB P2 uniuk ditandatangani Wajib
Pajalk atau kussanya.

Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Berita  Acurs
Pemeriksaan Scderhana Lapungan, petugas yang ditunjuk melaksanakan
pemeriksa  scderhana  lapangan membuat  Berta  Acara  Penolakan
Menandalangani Berita Acara Pemetiksaan Sederhana  Lapangan
Keberalan PBBE-P2.

7. EKetentuan Pasal 8 diubah, sehingun Pasal 8 berbunyi schagai berilaat -

(1

(<)

(3}

Pagal 8

Dualam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tangpal Surat
Keberatan  diterima, Kepala Badan harus memberi kepulusan atas
keberatan yang disjukan Wajib Pajak.

Terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), make Kepala
Badan menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan untuk masing-
masing Wajib Pajak,

Apabila jangka waklu scbagaimana dimaksud pada ayet [1) telah lewat
dan Kepala Badan tidak memberi kepulusan terhadap keberatan vang
diajukan Wajib Pajak, maka keberatan yang diajukan tersebai dianggap
dikabulkan dan Kepala Badan harus menerbitkan  keputusan
mengabulkan seluruhnya paling lama 3 (hari) sejak jangka waktu tersebut
beralkhir.

Pasal I1

Peraluran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan.

Agar sellap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraluran
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditelaplkan di Metro
: \X pada tanggal 11 e 2020
WALIKOTA METRO,
i . /E'L

S y. e Far—,

ftibe
Fﬂm /" s ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Meira
pada tanggal 1% P 2020

SEEKRETARIS D KOTA METRO,

LS AT,

rd‘-—
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Lampiran | : Peraturan Walikota Metro
Maormor 153 Tahun 2020
Tangzal 1B ma opop

Mormor
Lampitan
Perihal : Keberatan atas SP'PT/SKPD PRB -P2

¥ih, walikota Metro
Co. Kepala BPPRD

Yany bertanda tangan di Luw1h ini :
Alamat

sebagai Wajib Pajak PBE- P.-'j atas {}bjc:h Pﬂ_]clli 'l.u.ng tf'r iFLﬂk dl :

Jalan o . BT e . RW,
Kelurahan -

kecamatan

Kota SR e R

Nomoe Obgek Pagak { NOP }: e,

PBB P2 Terutang tahun
sehesar Rp. . e R S R DAl e sk e e S i s s
Tanggal ahtcnmu E.PF‘T

atau 5KPD PBB-P2

dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2 tersebur di afas dengan
alasan sebagai berikoor

shiio pei

Bersama i dilampirkan pula ;

|. Fotocopy KTP atau Tdentitas Wajib Pajak Lainnya.

<. Folocopy Bukti Kepemilikan hak atas tanah/sertfikat{akta jual belifsceel/surat
penunjukan kavling/surat keterangan Lurah

- Fotocopy bukti sural ukur/gambar situssi

Tanda bukti pernbayaran PBB-P2 tahun sebelumnya

Fotocopy [zin Mendirikan Bangunan (TMB).

Tanda bukti pembayaran PBB-P2 1ahun schelumnya

O O &

Demikian agar dapal dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Mengetahisi s ,
Luarah...oee oo, Pemohon,
. | T — L. ]
| PARAF HIERARfHIS
| Werk i Wallkata ... | _
[ Sakda e | N | WALIKOTA METRO,
S T ) ﬂ: & i

.. _~—~ACHMAD PAIRIN
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Lampiran Il : Peraturan Walikola Metro
Nomor : #2Tahun 2020
Tanggal : 15 i 3020

Momor

Lampiran i

Pearihal : Keberatan atas SPPT
PBB-P2 tahun _....................

Yth. Walikota Metra
Cq.Kepala BPPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Lurah R e B S e G SO e e ey
Kecamatan i Ar—— T SR e e B DA i B st st
Kota : Metro

dalam r]al ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana daftar
terlampir, dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT PBB-PZ tahun ... . dengan
alasan sebagaimana daftar terlampir.

Ciemikian untuk dapat dipertimbangkan.

| PARAF HIERARKHIS | gurneorns merno,

TR L — '\. P

Sehda A ]:\J . -
' i T
LT 5 . Al | g ey

. Boagals Bugum m ! 'ﬁ“. , AC PAIRIN

srnm mp wmaee = P

I e e T L - e e L
i Freealdadilald maraaderd: EIAERTY nne o
b ———————————— —————
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Lampiran [II : Peraturan Walikota Metro
Momor : 2 Tahun 2020
Tanggal y 18 Py 2020

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAE TANG MENGAJUEAN KEBERATAN

kelurahan
Tahun Pajak R —— S—

Nama Luas dan Klas ; SPPT Alasan Tanda
HNo. Wajib NOP Bumi Bangunan Pajak Terutang Rp. PEBR-P2diterima| Pengajuan Tangan
Pajak Luas | Klas |Luas | Klaz tgl. Keberatan | Wajib Pajak

2 3 4 5 & 7 8 9 10 11

1
1.
2. i
3

Dst. 1

| PARAF HiERA
HIEE ! #_ i WALIKOTA METRO,

Veshel Walikhota o
s 1=l R e e e W e ]
e e Tl NG

O '
.__.-..M.m,.___m,,,__i 1/&.. ACHMAD PAIRIN
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Lampiran TV : Peraluran Walilkola Metmo
Nomor @ #3 Tahun 2020
Tanggal : 1% 2020

PEMERINTAH KOTA METRO

3 BPPRD
" AH. Nasution No. 05 Telp. (0723} 41001, Fax, (OV23) 47423 Metro

PEEEIEIT: B o s e T S S e P SR T B R L S
Sifal B g7 o = e A AP R A S P R
B 0 1y R e S e S PR
Hal :Keberalun Penelapan PHH-P2 Tahun
. I T A R ak ;
N s S S i N e R S B el
Sehubungan surat pongajuan kcbeoratan Mo, Lo, tangenl o, YELILE
ditujulian kepada Walikola Melro Cg Kepals BPPRD meongenai :
L. Wegib Pajak S L N e e MR P A A
Alamar Wajib Pajak G R e P S R
Alamat Objek Pajak s N L A 3 B S S e e R S .
PBE-P2 Tahun R R R R St
NOP/NO. SPFT B o e S i
FEE-M2Temitang R - 4 LR *}
atau
2, Daftar Wajib Pajak
kuoleioaf
Kelurahan EL s g R A B S R
Kecarnalan T R AT R A e e S
Jumlah Keretapan s D v S e AR B “I
deongan ini disampaikan hal hal sebagsi berikot
L. Penpejuen keberatan Wajih  Pajak fTarah®)  [largesed }  telah
melampani janglka wakin 3 [Ugs) bulan sejak diterimanya SPPT/SKPD PEE-P2 cleh
Wajib Pajak [tanggal .......cocoeaveviarmvvrinieren Ii

2 Beenal detgan Pasal 75 wval (2 Peruluren Daersh Kota Motra Nomor 7 Tahun 20140
Lenlanyp Pujak Daerah, maka pengajuan keberataus Wajib Pajok dinvetaksn ditolak.
Demikian untuk d.u'_rml-ﬂu.tm
KEPALA BPFPED KOTA METRO

e teItEEIIIEEmICIIANEILAI R
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Lampiran V : Peraturan Walikota Metro
Momer <% Tahun 2020
Tanggal L 2020
BUHKU PENJAGAAN PENYELEBAIAN KEBERATAN
PBBH-P2 TAHUN ......connenes
BPPRD KOTA METRO
No. | Agenda TU | Nama WP | Surat Permohonan Peoyelesainn
i =T Alamat ] Tgl. Tgl. Heterangan
Urut No. |Tgl NOP pa, _"1_1__TEL Penyelesatan Mo B | Pengitiman |
1 2 | 3 4 5 _ 6 7 8 g 9 10
| | -

Keterangan :

i Buku penjapaszn ini digunalkan untuk periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Descmber tahun

berjalan;

oleh Wajib Pajak selama periode tahun berjalan.

it

h Wakd Walihotd -
|
|

Buku penjagaan ini dapat diisi dengan setiap tahun pajak terutang yang diajukan keberatan
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Kolom 1
Kolom 2
Kolnim 3
Kolom 4
Kol 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9

MRS SR L R e

10. Kolom 10

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR BUKU PENJAGAAN PENYELESAJIAN KEBERATAN PBE-P2

: Diisi nomor uriat surat masuk ke BFPED Kota Metro

: Diisi nomor agenda BPPED Kota Metro yang disesuaikan dengan nomor agenda TU,

: Diisl tangeal agenda TU yang disesuaikan denpgan nomor agenda TL,

: Diisi nama Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, dan Nomor Objek Papale {(NOQF),

: Diisi noemor surat pengajuan keberatan PEBE-PE;

: [Misi tanggal surat pengajuan keberatan PEB-P2;

: Diisi tanggal 8K Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKFD PHBE-P2;

: Diisi nomor SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PEB-P2;

: [hisi tangeal penyampaian 3K Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB -

P2 kepads Wajib Pajak / kuasanya atau tanggal pengiriman melalui pos;

: Diisi keterangan yang diperlukan lainnya, seperti nama peneritma atau pengirim Surat

Keputusan Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PER-P2.
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Larnpiran V0a : Peraturan Walikota Metro
Nomor »#3 Tahun 2020
Targsal ;1B M 2020

‘LAMPUNG TAITUN PAJAK :
METRG T T i .

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR

KEBERATAN 'BE-F

2. Mama DA
Mie W e

............................ tangeal

Berdasarkan surat r.n:nntwh Kepala BPPRD Kota Metro Nomor .

el ol

....... tclah mengadakan pemeriksaan sederhana kantor atas

keberatan penetapan Pajak Bumi dan  Dan
punan  Ohjek  Pajak  sebw
dikemukakan dalam Surat Keberstan Nomar J .......... 1 ..... i T.e:?;;:lt

I. Wajib Pajak

atas nama ;

Alamat Wajib Pajak SR i

PEBE-P2 Tahkun

SPET/SEPDPRBPS. ¢ ... e

Tuhun
PBB-P2 Termlung
atau '
2. Daftar Wajib Pajak
kalcktif,
Kelhurahan
Koocamalan
Jumlah Ketetapan

Berdasarkan hasil pemerilesasn sederhana kantor sthagaimana terlampir,

cisimpulkan bahwa:

1. Keberatan dapat disetujui seluruhnya;
2, Keberatan dapal disetgjui sebapian:

4. Keheralan ditolak;

4. Wajib Pajak dikenakan Surat Ketelapan Pajak Dacrah [SKPD) PEB -P2 schesar Rp.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan schenaroya, mengingat Sumpah  Jabatan

Pegawai,

Mongetahu dan
Mengesatibun

Kepala Bidang ..., .....

—_ — ————— T

Cutatan | *] Cm‘t*Frmg L-.dak per] ;

Petugas,

. Eocpicen o s ngo o ]
I,

I
i ]
NIP.

P b o 2

kiia it . |_ ) WALIKOTA METRO,

_' 1"-" S . it
; ?«w AE.EHII.A.D PAIRIN
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Lampiran VI.b : Peraturan Walikota Melro
Nomor : #< Tahun 2020
Tanggal : 18 M= agop

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor
Keberatan PRB-P2

MBDOOE, il orr e e snsemsssmmon sercoremr e
Tanggal
No. Uraian
1 [Permasalahan vang diajukun Wajib Pajak / Wajib Pujak Koleked =)
2. [Hasil perneriksaan dan analisa petugas
3. Kesimpulan / Saran
L
Mengetaliui dan Pet
Mengerahkan G
Kepals Bidang ..._....... | |
N
ES s s st oo et |
NIP. B e Y |
NI1P.
! PARAF HIERAR WALIKOTA METRO,
Al WK i F._-—_a:'-*
Sekdd i i
| Bes .: ............ PATRIN
Kepala Eugun
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran VII : Peraturan Walikota Metro
Nomor @ 23  ‘Tahyp 2020
Tanggal : |& M 2020

PEMERINTAH KOTA METRO
BPPRD

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
KEBERATAN PEB-P2
Humr EEEEEEFEE iss s nrrnam s s B F R Ed

e L R R L L LT L T T T T

Eepala BPPRD Eota Metro memerintahkan kepada -
1. Nama

N1
2. Nama
NIP
3 Nama
NIP

.........................................................
-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

uniuk mengadakan pemeriksaan scderhana lapangan terhadap Ohjek Pajak
sesllal dengan pengajuan keberatan

Wajib Pajak -
Alarnat Wajib Pajak
Alamat Ohjek Pgjak
NOF

SPPT/SKPD

FEE —P2 Tahun

........................................................

.........................................................
........................................................

Hasil pemeriksaan ini ditnangkan dalam Berita Acara Permneriksaan
Sederhana Lapangan dan dilaporkan kepada Kepala BPPRD Kota Metro

R R R T
KEPALA BPPRD
KOTA METRO,
N,

*} Coret yang tidak perlu

§PARAF HIERAR "

Wikl Walikokd e .

Lo P N e T
"__‘_-T.ﬂ'-ﬂ_ A - S 2 Y p
P - o - | wrens R o AIRTN

-

Kopala Bagian .Xe.—file |
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Lampiran VIII : Peraturan Walikota Metro

Nomor 22 Tahun 2020
Tanggal . 1B Mt anop
PEMERINTAH KOTA METRO
BPPRD
Il Ah. Nasution No. 05 Telp. {0725) 41001, Fax, (0725) 47423 Metro
.......................................................... 15D P o e N T
Nomor 2.1 5 A
LA s S R
Hal Pembentahuan Pemerikaan Sederhana
Lapangan Atas Keberatan PRB-2
PBE-P2 tahun .., e,
e T T
Schubungan dcnga-ri Surat He-l?:-.f:}man Saudara Nomor ..........
tapgea) e tentang keberatan atas ;
BEPTFSRPIN PRES. coouop . i i it e i
Tahun
Pajak Teratang BTRET 0 i g A e i i R R S
............................................................................... I
Nomaor Ohjek Pajak T wm S R B ot S O s b g B o B

Lelak Objek PRR-P2

dengan ini diberitahukan bahwa kami skan mengadalkan pemernksaan
scderhana  lapangan terhadap Objek Pajak dimaksud pads  tangeal
Untuk kelancaran tugas dan penyelesasian keputusan keberatan yang
Saudara ajukan, diminta bantuan Saudara untuk dapat hadir & lcmpat,
kecuali bila ada alasan lain dengan menunjuk kvasanyva secara tertulis di
atas meterai, dengan menyediakan antara lain -

1. Surat-sural bukti kebenaran pemilikan, penguasasan bumi dan banpunan
(Sertifikat Tanah /Surat Ukur/Akta Jual Beli /IMB/ dan lain-lain);

2. BPPT/SKPD PBB-P2 lahun berjalan dan tahun sebelumnya;

3. 8BP/BTTS tahun sebelumnya;

4. Lain-lain.

Demikian untik menjadi maklum dan mendapat perhatian.

KEPALA BPPRD
KOTA METRO,

————

L PARAF HIERA tht

Walkd Wabhota .o

“_ 5 “_}é\/ —— e

Jama G
e as ﬁ“ﬂim ”-_-:!'1 :_ _.';] WALIKOTA METRO,
[ [ PN 4 ot SRS % =
Aokt oo /' e
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AGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lumpiran [X.a ; Peraturan Walikora Metro

Normor - #2 Tahun 2020
Tanpeal ¢+ & b 2020
PROPINSI :LAMPIING TAHUN PAJAK
KOTA METRO
EECAMATAN
EELURAHAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
KEBERATAN PBR-P2

Pada hari ini PPN | . -1 I et WHTIE
bertanda Langan di hawah ini -

1. Nama
NIE

2. Nama
MIP

Berdasarkan  Surat  Perintah  Kepala BPPRD Kota Metro Normor

S tanggal L, telah mengadaken Pemceriksaan
Sederhana Lapangan atas Objek Pajak yang thkemukakan dalam Surat
Reberatnn NOmMor ;.o LS e s s e BBy

Wajib Pajak

Alamat Wajit Pajak

Alamat (bjek Pajak

Nomor Objek Pajak

SPPT/SKPD PBE -2

Tahun

PEE-P2Terutang R

dengan disaksikan oleh Wajib Pajak atau Kuasanys yang ditunjuk untuk itu.
Hasll Pemeriksaan beserta kesimpulannya sebagaimana terlampir,

Berita Acara ini dibuat densan sebenarnya dengan mengingat Sumpah
Jabatan Pegawai. Berkas ini dibuat dalam rangkap 2 {dua), lembar pertams
untuk Waglh Majak, lembar kedua uniuk Arsip.

Menyaksikan dan Fetugas,
Menyetiugui/ Tidak
Menyetujui *)
Hasil Pemeriksaan TN e e P )
Lapuangan MIP.
Weajib: Pajak/Kuasanya
4 P o
NIP.
| FERERITET rnptpor PSPPI |
b | 1
il i WALIKOTA METRO,
e
1 .
S ACHMAD PAIRIN
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AGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran IX.b: Peraturan Walikota Metro
Normor : % Tahun 2020
Tanggal LA 2020
Lampiran @ Berita Acara Pemeriksaan Jederhana Lapangan
Tanpeal

tﬂﬂ- ] Uraian =
1 |Pertnasalahan yang diajukan Wajib Pajak '

2. [Masil pemeriksaan dan analisa pelugas

3. F{c&imp‘ulﬂn ! SBaran

Menyaksikan dan Petlgaus,
Menyetujui/Tidak
Menyetujui *)
Hasil Pemeriksaan LR cmr s s
Lapangan NIP,
Wajib Pajak/Kuasanys
................................ |
ST v e i e R e )
NI
Catatan ;

- Lampiran dapat/haoleh Icbih dari | [satu) lembar;
- Jika WF tidak setuju atas hasil pemeriksaan, apar menyvampaikan alasan
secara tertulis,

*] Coret yang lidak perlu
WALIKOTA METRO,
i A,
A PAIRIN
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran X : Peraturan Walikota Metra
Nomor ; &2 Tahun 2020
Tanggal : 1% ™l 9nap

HOP DINAS

KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR ... 1]

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS SPPT/SKPD PBR-P2' NOMOR .................. 2 TANGGAL .. i)

Membaca

Menimbang

Mengingat :

Menctapkan

WALIECOTA METRO,

Sural permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunamn
Perdesaan dan Perkotaan vang digjukan sccars perseorangan
atas nama Wajib Pajak/kuasa darl Wajih Pajak % ... i<}
NOMAT .. G tanggal ... % atas SPPT/SKPD PRB-
B T2 T ) e ' tanggal _............... ™ Tahun Pajak
e wang ditcrima BPPRD Kota Metro ... 10|
berdasarkan 1anda  terima  nomor .. NI tanpgal
coeiemmemnnnnes 4 perlu diterbitkan keputusan atas PCIIgajuan
Keberalan PBB P2 dimalksud;

; bahwa twrdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dituangkan  dalam  Berila  Acara Pemeriksaan  Sederhana
Kantor/Lapangan®} Keberalan PBB-P2 nomor .....,,....035 tanggal
.............. M perlu menetapkan Sural Keputusan Kcberatan

Pajak Bumi dun Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas
pengajuan keberatan dimaksaud,

| . Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan  Retribusi Daerah:

2. Peraturan Dacrah Kora Metro Nomor 02 Tahun 2019 Tenitang
Pajak Deerah schagaimsna telah diubah dengan "erda Kola
Metro Nomor 07 Tahun 2019;

3, Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 20172 tentang Tala
Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keboratan Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan sebagaimana telah  diubah dengan
Peraturan Walikota Metro Nomor Tahun 20240,

4, Peraturan Walikota Metro Momor Tahun 2019 teniang
Penentuan Klasifikasi dan Besarmya Nilai Jual Objek Pajak
sebapai Dasar Pengenaan Pajek Bumi dan Buangunan.

MEMUTUSHAN :

HEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS

SPPT/SKFD PBB-P2" NOMOR .................. 13 TANGGAL
eeee s [160

LR ER T L TE ]
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e —————

KESATLI Menolak /[ Menerima seluruhnya / Mernerima sebagian |/
Menambah besarnya
a. Wapb Pajak: {17
ik N - - =251 i (18]
WEWED,  mg e e R (15)
alamat
b. SPFT'/SKPD PBR-P21
TOmor B A e oy rmmmes wb s g (200
langgal Ers 21
Pajak yuang Terutlang S L P PR 1 (22
C. Ohjck Pajak;
flEma 0 apeoeseesemes (&3
Keluralan™ =000 s ocibrniildl [24)
Kecamatan L 125}
Kota : Metra
KEDUA - Secsuai dengan diktum EESATU, besarnya PDB-P2 yang toruteng
rnenjadi sebesar Rp e, 120)
KETIGA - Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terulang sebapsimana

dimaksud pada diktum KEDUA adalah scbagai berikut

1 i -
Faian Luas {m? NJOP/m? [Rp) |
i . K
LI Burm ]?I-Elﬂﬂuﬂﬂll Bumi Rangunan | hetetapan
Semula wman ML | o [ e N
Menjadi | ... 132 | L ST L I e T e =7

KEEMPAT ; Apabila di kemudian hari termyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Walikota ini, kckeliruan tersebutr akan
dibetulkan sesuai ketentuan vang berlakua.

KELIMA

: Keputusan Walikota ind mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melro

a.n, Walikota Metro

Kepala BPPRD
NTP ... S it |

Balinan Keputusan Walikola ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Arsip.

keterangan @
*} CFDI'EF-QF
!

o s

Gren |
PARAF HIERARKHIS

| iani Walivata S WALIKOTA METRO,
| Sanda - i _' - :
| e T . £ s—E
i m@___l_ /LE/ e
rpala Bag I:-ﬂ""sl'.! 'j 15'1; 3 PAIRTN
b Kasubbag i WE AT
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran XI: Peraturan Walikota Metro
Nomor : @5 Tahun 2020
Tangpal T i

KOP DINAS

KEPUTUSAN WALIKOTA MIETRO

NOMOR ................ (1
TENTANG
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAR &
KELURAHAN *|._.......___ .l

Membaca

Menimbang

Mengingart :

WALIKOTA METRO,

surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Banminan
Perdesaan dan Pekotaan yang disjukan secara kolek|if melalui

Lurah™. ..., G i (474 o RN [, 1~ | SR 5 atas
SPPT Tahun Pajak ... ™ yvang dilerima BPPRD Koia
NIBEAR, oo copians ¥ berdasarkan tanda terima nomor ... ¢
tanggal ... U0 perlu diterbilkan kepulusan alas

pengajuan Keberatan PRB-2 dimaksud;

bahwx berdasarkan hasil pemeriksaan schagaimang
dituangkan dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan Sederhana
Kantor/Lapangan *} Keberatan PRB-I%2 nomor ..., (1] tangpgal
e U perlu menctapkan Surat Keputusan Keberalan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan Secarn
Kaolcktif atas pengajuan keberatan dimaksud:

|. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2019 Tentang
Pujak Deerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dacrah Kola Metrn Nomor 07 Tahun 2019;

A Peratoran Walikots Metroe Nomor 40 Tahur 2012 tenviang
Tata Cara Pengajuan dan Penvelesaian Keheralan Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimanas telah digbah dengan Peraluran
Walikota Metro Nomor ... Tahun 2020:

4. Peraturan Walikola Metro Nomor Tahun 2019 teniang
Penentuan Klasifikesi dan Besarnva Nilai Jual Objek Pajak
scbagai Diasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan:

MEMUTUSEAN :

Menctapkan ;: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEBERATAN PAJAK

KEBATL ;

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLERTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK serervas 1130
KELURAHAN *)............ |14

Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 secara

kolekti] scbapaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Ecpunisan Walikota ini.
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KEDUA  : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam  Kepurusan Walikota  ini,  kekeliruan lersebut  akan
dibetulkan sesuai ketentuan yvang herlalou,

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro

Pada tanggal ... ()
a.n. Walikota Metro

Kepala BPPRD

...... [1%%

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada
1L.Lurah ™ ..o ., 115}
2. Arsip,

3. Keterangan *) Caorel yang tidak perlu

| PARAF HIERAR HIE-_ll WALIKOTA METRO,

| s Walikota oo, T S ] _
L
I
]

Aaate—s |

PAIRIN

-
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Lampiran Xl : Peraturan Walikota Metro
Nomor 2 7 Tahun 2020
Tanggal ; &1 M 2020

DAFTAR KEEPUTUSAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

KELURAHAN *) S R TR S G
KECAMATAN B R e
KOTA *) : Metro
TAHUN PAJAK R o wr e e g
Semula ) ~ Menjadi -
No Hﬂr;:j :l:,jil: NOP |——Luas [m?) HJDlii' (Rp/m3} [PBB-P2 yang Luas |m?) NJOP [Rp/m?) PBEB-P2 | Keputusan
! Bumi|Bangunan Bumi Bangunan “EPI s}mg Bumi| Eangunan Bumi Bunsunn 3 n‘g'::rrtmg heebrimtan
. o 3 ; dl : P -
. 11 o= i 4 5 | 6 7 3 [ o 10 I ] 12 13 14
2
dat o ,
= Jumlah PEE-P2 yang terutang L i ! i o =
Ditetapkan di Merro
Fada-taneeil s ain i
a.n, Walikola Metro

Kepala BPPRD

/.\@")“(/ Qe

7 =

sy ),{\D .
ACH PATRIN
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Petunjuk Pengilaian Lampiran XII

kolem 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kaolom 5
Eolom ©
Kolom 7
Kolom &8
Kolom @
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kaolom 14

diigl nomor urut 1,2, dan scterusnya

dis1 nama Wajlb Pajak yvang mengajukan keberatan PRR-P2
duizl Nomor Objck Fajalk (NOP)

dusi luas bumi scsuai ST

diisl luas banpunan sceual ST

disgi NJOP bumi per m? sesual SPPT

diisi NJOP bangunan per m? sesuai 3FPPT

diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan 3PPT

diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PRR-P2

diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2

diisi NJOP bumi per m? hasil keputusan keberatan PRB-P2
diisi NJOP bangunan per m? hasil keputusan keberalan PBB-P2
diisi I’BB-P2 yang terutang hasil kepulusan keberatan PBB-1P2

dilsa keputusan atas pengajuan keheratan PRB-P2 (menerima

scluruhnya/menerima sebagian/menolak/menambah besarnya
amlah PBB-P2 yang terulang)



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Petunjuk Pengisian Lampiran XI

Anghka 1
Angka 2
Angka 3
Anghka 4
Angka 5
Anglka B
Angka 7
Angha 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Anglea 12
Anglka 13
Angla 14
Angka 15
Angka 16
Anglka 17

Anghka 18

:thisi nomor Surat Keputusan Keberatan PRB-P2 sccara kolektil
-diis1 Tahun Pajak SPPT yang diajulkan

(diisl nama Kelarahan

vdusi nama Kelurahan

diisi nomor sural pengajuan keberatan PEB-P2 sccara kolektil
;dusi tanggal surat pengajuan keberatan PRB-F2 sccara kolektil
.dusi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan

:diisi nama KPP Pralama vang menerima pengajuan keberatan

PBB-P2

:diisi nomor landa terima pengajuan keberatan PEB-P2 secara

kalelotif

‘diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara

keoleloir

rdiisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberalan PBB-P2 secara

kolektif

rdiisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 secara

kolektif

:diisi Tahun Pajak SPPT vang diajukan keberatan

tdlifsi nama Kelurahan

:diisi nama Kelurahan

:diigi tanggal diterbitkannya sural keputusan keberatan PRBR-P2

secara loleliif

:diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberalan

FBB-P2 sccara kolektif

-diisi NIF pejabat yang menerbilkan surat keputusan keberatan

PEBE-1*? zecara kolektil



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Petunjuk Pengisian Lampiran X1

Anglka 1
Anghka 2
Anglka 3
Angka 4
Angla 3
Angka &
Angka 7
Angia 8

Angka 9
Angka 10
Anglka 11

Angka 12
Angka 13
Angka 14

Angka 15
Angka 16

Angka 17

Anpka 18

st nomor Surat Kepunisan Keberatan PBB-P2 sccara koleletil
:diisi Tahun Pajak SPPT vang diajukan

dusi nama Kelurahan

dilsi nama Kelurahan

idibsi nomor surat pengajuan keberaian PRB-1% secara kolelaal
(diisi tanggal sural pengajuan keberatan PBB-P2 sccara kolekiil
:diisi Tahun Pajuk SPPT yang disjukan keberatan

:diisi nama KPP Praluma vang menerima pengajuan keberatan

'BB-P2

:diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PRB-P2 secara

kealelktil

:diisi langgal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara

kalelul

:diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-F2 secara

kolektif

vdiisi lungeal Laporan Hasil Penelittan Kcheratan PBB-P? secars

kalekll

dust Tahan Pajak 8PPT yung digjukan keberatan

«dirsl nama Kelurahan

:diizi nama Kelurahan

dus: tangeal diterbitkannya surat keputusan keberalan PBB-P2

secara kolekuf

dusi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberslan

PEE-P2 secara koleklil

:diisi NIF pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan

PBB-P2 secara kolekif
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Petunjuk Pengisian Lampiran XII

Kolom 1
Kolom 2
Kalom 3
Kolom 4
Eolom 5
Kol &
Kolom ¥
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

diisl nomor urut 1,2, dan selerusnya

diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB-P2
diisi Nomor Objek Pajak {NOF)

diisl luas bumi sesuai SPPT

diiel luas bangunan scsuai SPPT

diisi NJOP bumi per m* sesuai SPIT

diisl NP banguinan per m? sesuai SPPT

diisi PBB-P2 vang (erutang sesuai dengan SPPT

diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2

diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2

diisi NJOP burni per m? hasil kepurtusan keberatan PBB-172

diisi M.JOP bangunan per m? hasil keputusan keberatan PBB-P2
diisi PBB-P2 yvang terutang hasil kepuiusan keberatan PBB-P2
diisi keputusan alas penpgajuan keberatan PRBR-P2 (menerima
seluruhnya/menerima  schagian/menolak/menambah besarnyva
jumlah PBR-P2 yung terutong)
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Petunjuk Pengisian Lampiran X

Anglka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Anghka 5
Anghka 6
Angka 7
Angka B
Anglka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angha 18
Angka 19
Angka 20
Angla 21
Anghka 22

Angka 23
Angka 24
Angka 25
Anghka 26
Angka 27
Anghks 28
Angka 20
Angka 30
Anglke 31
Angla 32
Anglea 33
Angka 34
Angha 35
Anghka 36

Anghka 27
Angka 38
Anpka 39

Angka 40
Anpgka 41

Anpka 42
Angla 47

diisl nomor Surat Keputusan Keberatan PBE P2

diisi Nomor Objck Pajak (NOP) atau nomor SKPD PRB-P2
diis1 tanggal penerbitan SPPT atau SKPPD PEB-P2

dust nama Wajib Pajak alau kuasa Wajib Pajak

diis1 nomer surat pengajusan keberatan PBR-P2

disl tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2

diist Nomor Objek Pajak (NOF} atau npomor SKPD PERB-P2
disl tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PEB-P2

dnsi tahun SPPT atau SKPD PEB-P2

diisi nama vang menerima pengajuan keberalan PEBB-P2
diisi nomor tanda letima pengajuan keberatan PBB-P2

diisi tanggal tarda lerima pengajuan keberalan PBB-F2
diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PRBB-P2
diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberalan PBB-F2
diisi nomor penerbitan SPPT atau SKPD PRR-FP2

diisi tanggal penerbilan SPPT atau SKPD PERB-P2

diisi nama Wajil» Pajak

diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NFWFD)

diisi alamat Wajib Pajak

diisi Nownor Objek Pajak (NOP) atau nomaor SKPL PBB-1%2
diisl tanpgal penerbitan SFPT atou SEFT) FBR-P2

diizsi PIIR-P2 yang tcrutang sesuai denguan SPPT atau SKPD
PBB-P2 dengan angka

diis alamat objck pajak

ditsl nama Kelurahan letak ohjek pagak

diisi nama Kecamatan letak objek pajak

dusi dengan Kota Metro

disi PEB-P2 vang terutang selelah keberatan dengan angka
diisi PBB-P2 yang terutang setelah keberatan dengan huraf
izl luas bumi sesuai SPPT atau SKPD PBB-I2

diizi lnas banpunan sesuai SPPT atau SKPD PBEB-P2

diisi NJOP bumi per m* sesual SPPT atau SKIPD PBBE-P2
diisi NJOF bangunan per m® sesual SPI'T atau SKPD PRIE-P2
diisi lnas bumi hasil keputusan keberatan PEB-P2

diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PEB-P2
diisi NJOP bumi per m? hasil keputusan keberatan PRBE-P2
ditsl NJOP bangunan per m2 hasil keputusan keberatan PBBE-
P2

diisi ketetapan PRIR-P2 sesual SPPT

diisi ketetapan PBB-P2 hasil keputusan Keberaian

diisi nama yvang menerima pengajuan keberatan PBB-P2
diisi dengan Kola Metro

diisi tanggal dilerbitkannya surat keputusan keheratan PBB-
P2

diisi nama Kepala BFPRD Kota Metrn

diigi M11* Kepala BPPRD Kola Meoetro



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Petunjnk Pengisian Lampiran X

Angla 1
Angka 2
Anglka 3
Angka 4
Angka 5
Anglka £
Anghka 7
Angka &
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Anglea 13
Angka 14
Angka 15
Angla 16
Angka 17
Angka 18
Anghka 19
Anghka 20
Angha 21
Angha 22

Angka 23
Anplka 24
Angla 25
Angka 26
Angka 27
Angka 28
Angls 29
Angla 30
Angka 31
Anpks 32
Angka 33
Angka 34
Angla 35
Angka 36

Angka 37
Angka 38
Angka 39
Angka 40
Angka 41

Angka 42
Anglea 43

diisi nomar Sural Keputusan Keberatan PBBE-F2

diisi Nomor Cihjek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD FEE-1'2

diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2

izl tanggal surat pengajuan keberatan PPBB-P2

diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomar SKI'D PRB-P2
diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PEB-I*2

diisi tahun SPPT atau SKPD PBEB-P2

diisi nama yang menerirna pengajuan keberatan PRBR-P2
ditsi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2

dits langeal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
diigi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PEB-P2
diisi langgal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PEB-P2
il nomor penerbitan SPPT atau SKPD PEE-P2

ditsi langgal pencrbitan SPPT atau SKPD PBB-P2

diizl nama Wajib Pajak

diisi Nomor Polcok Wajity Pajuk Dacrah (NPWPD)

diis alamat Wajil Pajak

diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PRB-P2
diisl tangeal penerbitan SPPT atau SKPD PBE-FP2

diisi PBB-P2 yang terutang sesual dengan SPPT atau SKPD
PBB-P2 dengan angka

diisi alamat objek pajak

diisi nama Kelurahan lelak objck pajak

diisi nama Kecamatan letak objek pajalk

diisi dengan Kota Metro

diisi PBBE-P2 yang lerulang sctelah keberatan dengan anglka
diisi PBB-P2 yang terutang setelah keberatan dengan huruf
diisi luas bumi sesual SPPT atau SKPD PBB-P2

diisi luas bangunan scsuai SPPT atau SKPD PRE-P2

diisi N.JOP bumi per m? sesual SPPT atau SKPD PRB-P2
diisi N.JOP bangunan per m? scsuai SPPT atau SKPD PBB-P2
diiai luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2

diisi luas bangunan hasil keputusan keberaian PER-P2
diisi N.JOP bumi per m? hasil keputusan keberatan PEB-P2
diisi N.JOP bangunan per m2 hasil keputusan keberatan PBB-
P2

diisi ketetapan PBB-P2 sesuai S8PPT

diisi keleiupan PBBE-F2 hasil kepurusan Kelberatan

diisi nama yang mencrima pengajuan keberatan PBE-F2
diisi dengan Kota Metro

dilsi lanpgal diterbitkannya surat kepulusan keberatan PBB-
P2

1151 nama Kepala BPPRD Kota WMetro

diisi NIP Kepala BPPRD Kota Metro
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III

L.
2.
e
4.

4l

8.

Q.

1), Kol 14

1l.Kelom 11

Foolodn 1
Kolom 2

Kalom 3
Ealormm 4

Kolom 5
Kolom &
Kolom 7
Kol 8

Kolom 9

;s nomor urut 1, 2 dat.

:Dhist nama Wajib Pajak yvang menggjulian keberatan sesusi
SPPT/SKI"D PEB-P2.

: Dusl nomer objek pajak sesuai SPIT/SKPD PBR-P2,

:Disi luas bumi sesual dengan luas bumi pada SPPT/SKIPD
PEE-12

:Diisi kelas bumi sesuai dengan kelas bumi pada SPPT/SKPD
FBB-F2.

:Disi luas bangunan sesuw dengan luas bangunan pada
SPI'T/SKFD PBR-P2,

:Diisi kelas bangunan sesual dengan kelas bangunan pada
ST /SKPD PRB-P2,

:Diisi dengan jumlah pajak terutang pads SPPT/SKPD PBB-

P2,

:Diisi tanggal penerimaan SPPT/ SKPD PBBE-P2 olch Wajib

Pajak.

:Diisi dengan alasan Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB-
P

(misalnya, hias bumi yang benar adalah 1000 m?)

tDiisi dengan landa tangan masing-masing Wajib Pajak yang
mengajukan keberatan sesuai urutan Wajib Pajak pada
kolam 2,
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

i
2,

o

9.

10, Kolom 10 :

11. Kolom 11

Kolom 1
Kelom 2

Kolom 3
Eolom 4

Kolom 5

Kolom

Kolom 7

Kaolom 8

Kolom 9

cDiisl nomor urat 1, 2 dar.
'Diisi nama Wajib Pajak vang mengajukan keberatan sesuai

SPPT/3KPD PRRB-P2,

:Diisi nomor objek pajak sesuxi SPPT/SKFD PEB-F2.
'Diisl luas ami sesual dengan luss buml pada SPPT/SKPD

PEB-P2

»Diisi kelas burm sesusl dengan kelas bumi pada SPPT/SKPD

FBB-FZ.

:Diisi luas bangunan sesual dengan luas bangunan pada

SPPT/SKFD PBRB-P2,

:Diisl kelas bangunan sesuai dengan kelas banpunan pada

SPPT/SKFPD PRRB-P2,

:Diisi dengan jumlah pujak terutang pada SPPT/SKPD PBB-

F2.

:Disi tanggal penerimaan SPPTY SKPD PEBB-P2 oleh Wajib

Pajak.

Diisi dengan alasan Wajib Pajak mengajukan keberatan PRB-
B2

{misalnya, luas bumi yang benar adalah 1000 m3)

:Diisi dengan tanda langan masing-masing Wajib Pajak vang

mengajukan keberatan sesual urutan Wajih Pajak pada
kolom 2,



